GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

KE’DUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang

M(:ngingat

SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi._ Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Sumatera Barat;

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan lembaran



Menetapkan

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor

128 );

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS DAERAH.



BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera

Barat.
Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Provinsi Sumatera Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur

pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/ atau kegiatan teknis penunjang.

10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut

(1)

(2)

fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas

Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
DINAS DAERAH
Pasal 2
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. Dinas Pendidikan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;

e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;



g. Dinas Sosial;
h.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
j. Dinas Pangan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan
dan Pencatatan Sipil,;
n. Dinas Perhubungan;
0. Dinas Komunikasi dan Informatika;
.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,;

| QO o

.Dinas Pemuda dan Olahraga;

»

.Dinas Kebudayaan;

t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

u. Dinas Kelautan dan Perikanan;

v. Dinas Pariwisata;
w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

y.Dinas Kehutanan;

z.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

aa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
dibidang pendidikan, yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah.



Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :

a.

b.

Kepala Dinas
Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian;

Bagian Perencanaan, membawahi:

1. Sub Bidang Penyusunan Rencana dan Program;
2. Sub Bidang Data dan Statistik Pendidikan; dan

3. Sub Bidang Supervisi, Monitoring Evaluasi dan Laporan.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, membawahi:

1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
2. Seksi Tenaga Teknis; dan

3. Seksi Sarana Prasarana.

. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, membawabhi:

1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
2. Seksi Tenaga Teknis; dan
3. Seksi Sarana Prasarana.

Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa;

1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
2. Seksi Tenaga Teknis; dan

3. Seksi Sarana Prasarana.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan

Pemerintahan di bidang Pendidikan.



(2)

(1)

(2)

(1)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang Pendidikan;

c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pendidikan lingkup Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

d. Pelaksanaan kesekretariatan dan Bagian Perencanaan Dinas;

e. Pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas,
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan serta Bidang
Pembinaan Sekolah Luar Biasa;

f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 6

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
dibidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 7
Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
2. Sub bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset; dan

3. Sub bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum.



(2)

(1)

(2)

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawabhi:

1. Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat;
2. Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga.

d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, membawahi:

Seksi Surveilans dan Imunisasi;
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Dan Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawabhi:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Pasal 8

Kepala Dinas Kesehatan membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, di bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;



C.

Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan kesekretariatan, di bidang
kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya
kesehatan;

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah

terkait dengan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 9

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur

pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala

Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

sebagai berikut :

a.

b.

Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi ;

1)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2)  Sub Bagian Keuangan dan Program.

Bidang Ciptakarya, membawahi;

1)  Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;

2)  Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
3) Seksi Air Minum dan Limbah.

Bidang Bina Marga, membawahi;



1)  Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;

2)  Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Bidang Tata Ruang, membawahi;

1)  Seksi Perencanaan Penataan Ruang;

2)  Seksi Pembinaan Penataan ruang; dan

3) Seksi Pengawasan Penataan Ruang.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran IIIS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum

dan penataan ruang .

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai

fungsi :

a.

Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang;

. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;

Pembinaan dan fasilitasi bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

Pelaksanaan kesekretariatan dinas

Pelaksanaan tugas di bidang Keciptakaryaan, Pelaksana Jalan serta
bidang Penataan Ruang ;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keciptakaryaan,
Pelaksana Jalan serta bidang Penataan Ruang; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



(1)

(2)

(1)

10

Bagian Keempat
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai
berikut :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c. Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi, membawabhi :
1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Pantai dan Konservasi,
2. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Sungai, Pantai dan
Konservasi; dan
3. Seksi Pengendalian Daya Rusak Air.
d. Bidang Irigasi dan Rawa, membawahi
1. Seksi Operasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa;
2. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan; dan
3. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Jaringan Irigasi dan Rawa .
e. Bidang Bina Teknik, membawahi
1. Seksi Penyusunan Program dan Sisda;
2. Seksi Perizinan, Pelatihan dan Kompetensi; dan

3. Seksi Perencanaan Teknis dan Hidrologi.
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(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 14

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan
perundangan-undangan, yang meliputi konservasi, pendayagunan,
dan pengendalian daya rusak;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan
perundangan-undangan yang meliputi penyusunan program dan
anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan,
pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta
penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur
sumber daya air akibat bencana alam;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan;

d. Pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air;

e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya
air sesuai peraturan perundangan-undangan meliputi pembinaan
hidrologi, perencanaan wilayah sungai, pembinaan pelaksanaan
konstruksi , pembinaan aset sumber daya air, pembinaan operasi
dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan
kelembagaan pemberdayaan masyarakat; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



(1)

(2)

(1)

12

Bagian Kelima
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan sebagai berikut :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi:
1. Seksi Penyediaan Perumahan;
2. Seksi Rehabilitasi Perumahan; dan
3. Seksi Pembiayaan Perumahan.
d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
1. Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Kawasan Permukiman;
2. Seksi Penataan Permukiman Kumuh; dan

3. Seksi Penataan Permukiman Strategis dan Khusus.

e. Bidang Pertanahan, membawabhi :

1. Seksi Pengadaan Tanah;

2. Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; dan



(2)

(1)

(2)
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3. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas
Daerah.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 17

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan
perundangan-undangan, yang meliputi konservasi, pendayagunan,
dan pengendalian daya rusak;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan
perundangan-undangan yang meliputi penyusunan program dan
anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan,
pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta
penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur
sumber daya air akibat bencana alam;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
sumber daya air sesuai peraturan perundangan-undangan;

d. Pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air;

e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air
sesuai peraturan perundangan-undangan meliputi pembinaan
hidrologi, perencanaan wilayah sungai, pembinaan pelaksanaan
konstruksi , pembinaan aset sumber daya air, pembinaan operasi
dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan

kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan ;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Keenam
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 18

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh
Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
sebagai berikut :
a. Kepala Satuan.
b. Sekretariat membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah,
membawabhi :
1. Seksi Penegakan Perda;
2. Seksi Pembinaan PPNS; dan
3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
membawabhi :
1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
2. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
3. Seksi Intelijen.
e. Bidang Linmas dan Damkar, membawahi :
1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. Seksi Bina Masyarakat; dan
3. Seksi Damkar.
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(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

(1)

(2)

Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 20

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai

tugas menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai

fungsi :

a.

penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan
masyarakat ;

pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur ;

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di daerah;

pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum
yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
melakukan tindakan administratif maupun penyelidikan terhadap
warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga
melakukan pelanggaran atas perda dan Peraturan Kepala Daerah;
dan

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Gubernur.



(1)

(2)

(1)
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Bagian Ketujuh
Dinas Sosial
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
dibidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagai berikut :
1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Program,;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
a. Sub Bidang Pencegahan; dan
b. Sub Bidang Kesiapsiagaan,;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
a. Sub Bidang Kedaruratan; dan
b. Sub Bidang Logistik;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawabhi:
a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
b. Sub Bidang Rekonstruksi;
Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

ini.



17

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban

kerja.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 24
Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala
Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 25
Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala
Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-
prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 26
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Pejabat Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal
maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam

lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas
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pokoknya masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

a.

Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Provinsi Sumatera

Barat;

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sumatera Barat;

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sumatera Barat;

Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Barat;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Ketentuan mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah,

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
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Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

I —

RWAN Ym\b

Diundangkan di Padang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
NOMOR



LAMPIRAN 1

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN

EEPALA DINAS

UPT/CABDIN

SEKRETARIAT
1
KELOMPOK ' - 1
" JABATAN S%%%’;féf” SUB BAGIAN SUB BAGIAN
FUNGS
UNGSIONAL PERLENGKAPAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN PEMBINAAN SEKOLAH PEMBINAAN SEKOLAH PEMBINAAN SEKOLAH
‘ MENENGAH ATAS MENENGAH KEJURUAN LUAR BIASA
SUB BAGIAN SEKSI SEKSI SEKSI
| PENYUSUNAN | KURIKULUM KURIKULUM | KURIKULUM
RENCANA DAN DAN DAN DAN KESISWAAN
PROGRAM KESISWAAN KESISWAAN
SUB BACGIAN
;’m DAN | SEKSI Qe o SEKSI
STATISTIK TENAGA TEKNIS TENAGE Tl TENAGA TEKNIS
PENDIDIXAN
SUB BAGIAN
SUPPERVISI — SEKSI SEKSI — SEKSI
g{,ﬂﬂfg’s‘f‘gfﬁ SARANA DAN SARANA DAN SARANA DAN
PELAPORAN PRASARANA PRASARANA PRASARANA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

B

e

TNO



LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
1
[ 1 1
B OMTE SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
JABATAN KEUANGAN
FUNGSIONAL PROGRAM DAN gt
INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
HUMAS ABLST DAN UMUM
BIDANG R s s BIDANG BIDANG
KESEHATAN PENGENDALIAN PELAYANAN SUMBER DAYA
MASYARAKAT PENYAKIT KESEHATAN KESEHATAN
SEKSI SEKSI SEKSI
— KESEHATAN — SURVEILANS DAN - PELAYANAN — SEKSI
KELUARGA DAN IMMUNISASI KESEHATAN KEFARMASIAN
Glzl PRIMER
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
= PR%MOSI DAN | |  PENCEGAHAN DAN il PELAYANAN | ALAT
PEMBERDAYAAN PENGENDALIAN KESEHATAN KESEHATAN
MASYARAKAT PENYAKIT MENULAR RUJUKAN DAN PKRT
gEl(Sl SEKSI SEKSI SEKSI
L] KESEHATAN PENCEGAHAN DAN s L]
; e gl PELAYANAN SUMBER DAYA
LINGKUNGAN, PENGENDALIAN s
KESEHATAN KERJA PENYAKIT TIDAK KESEHATAN MANUSIA
DAN OLAHRAGA MENULAR DAN TRADISIONAL KESEHATAN
KESEHATAN JIWA

UPT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

X s T

IR PRAYIFNO



LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI

SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPALA DINAS

SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI

SEKSI
AIR MINUM DAN
LIMBAH

SEKSI
PEMELIHARAAN
JALAN DAN
JEMBATAN

UPT

SEKSI
PENGAWASAN
PENATAAN
RUANG

SEKRETARIAT
KELOMPOK l —I
JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM & KEUANGAN
KEPEGAWAIAN DAN PROGRAM
BIDANG BIDANG BIDANG
CIPTA KARYA BINA MARGA TATA RUANG
SEKSI SEKSI e EslfgfLMN
| | PEMBANGUNAN PERENCANA
GEDUNG DAN TEKNIS DAN DAN PENAgMN
RUMAH DINAS LEGER JALAN i
SEKSI SEKSI SEKSI
| PENYEHAKTAN PEMBANGUNAN PEMBINAAN
LINGKUNGAN JALAN DAN PENATAAN RUANG
JEMBATAN

GUBE{RNUR SUMATERA BARAT,

(

,\/ &
XR PRAYITN

4

O

it




LAMPIRAN 1V

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK [ [
JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM & KEUANGAN
KEPEGAWAIAN DAN ASET
BIDANG
BIDANG BIDANG
SUNGAI, PANTAI DAN
KONSERVASI IRIGASI DAN RAWA BINA TEKNIK
SEKSI SEKSI SEKSI
1 Sk | ] s T FRaa e
¢ P M DA
bidebd ki IRIGASI DAN RAWA R SgDA
SEKSI SEKSI SEKSI
4 PENGEMBANGAN i | KELEMBAGAAN - PERIZINAN,
SUNGAI, PANTAI DAN PELATIHAN DAN
NAN KNONSFRVASI PRMRFERMNAYAAN KOMPETENSI
SEKSI SEKSI SEKSI
— PENGENDALIAN . REHABILITASI, L PERENCANAAN
DAYA RUSAK AIR PENGEMBANGAN TEKNIS DAN
JARINGAN [RIGASI HIDROLOGI
DAN RAWA

UPT

™~

[RWYAN PRAYTINO

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

el



LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK l
JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM & KEUANGAN
KEPEGAWAIAN DAN PROGRAM
o BIDANG Loyl BIDANG
UMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN PERTANAHAN
SEKSI
- SEKSI - PRASARANA, SEKSI
PENYEDIAAN PRASARANA UTILITAS PENGADAAN TANAH
PERUMAHAN UMUM KAWASAN
DEPRPMITIWIN AN
SEKSI SEKSI SEKSI
— REHABILITASI B PENATAAN — P ERENCANA;‘N DAN
A PERMUKIM ENETAPAN
PERUMAHAN KU(]\J/IUH AN PENGGUNAAN TANAH
SEKSI SEKSI SEKSI
—| PEMBIAYAAN — PENATAAN — PENYELESAIAN
PERUMAHAN PERMUKIMAN MASALAH TANAH
STRATEGIS DAN DAN IZINLOKASI
KHUSUS LINTAS DAERAH

UPT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

W\ 7

( RMAN PRAYITYO



LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVIN
SUMATERA BARAT. 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEPALA

SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

UPT

SEKRETARIAT
KELOMPOK l I
JABATAN
FUNGCSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN UMUM DAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN
B g o8 BIDANG BIDANG
PERATURAN KETERTIBAN UMUM PERLINDUNGA
PERUNDANG- DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
UNDANGAN DAERAH MASYARAKAT PEMADAM KEBAKARAN
SEKSI SEKSI
- B . - KETERTIBAN SATUAN
PENEGAKAN UMUM DAN ] PERLINDUGAN
PERATURAN DAERAH KETENTR =\I\«i AN MASYARAKAT
DAN PERATURAN MAQVAI‘)::I(A’P
KEPALA DAERAH
SEKSI SEKSI
SEKSI 2
y | | OPERASIONAL DAN ol BINA
PEMBINAAN PPNS PENEGNDALIAN MASYARAKAT
SEKSI SEKSI
~ HUBUNGAN ANTAR SEKSI e PEMADAM
LEMBAGA INTELIJEN KEBAKARAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

\
7
3 W e
/
( IR PRAYIANO
\




LAMPIRAN VII

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
1
| 1 1
KEHOMEL S SUB BAGIAN SUB BAGIAN
JABATAN >
s gl PROGRAM DAN UMUM DAN S}%Buiﬁgﬁ‘
DATA KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERLINDUNGAN DAN REHABILITAS! SOSIAL PEMBERDAYAAN PENANGANAN FAKIR
JAMINAN SOSIAL SOSIAL MISKIN
SEKSI SEKSI L DSEKSI SEKSI
| |  PERLIDUNGAN || REHABILITASI SOSIAL L 1y PEMEESIAR AN SAl I PENANGANAN
SOSIAL KORBAN ANAK DAN LANJUT i i e FAKIR MISKIN
RENCANA AT AM 1181A {OMUNITAS ADAT PRENFESAAN
TERPENCIL
i SEKSI
SEKSI ' SEKSI SEKSI
| | PERLIDUNGAN e T L | PENYULUHAN || PENANGANAN FAKIR
SOSIAL KORBAN i oy SOSIAL DAN MISKIN PERKOTAAN
BENCANA SOSIAL PENGELILAAN
DANA SOSIAL
SEKSI SEKSI
Wil SEKSI .| REHABILITASI SOSIAL ‘- KEPAHLAWANAN, L SEKSI
PERLIDUNGAN KORBAN KEPERINTISAN, PENANGANAN FAKIR
DAN JAMINAN PENYALAHGUNAAN KESETIAKAWANA MISKIN PESISIR DAN
SOSIAL KELUARGA NAPZA, TUNA SOSIAL N DAN KEPULAUAN
DAN KORBAN RESTORASI
PERDAGANGAN SOSIAL
ORANG

UPT

UB]LRNUR SUMATERA BARAT,

d}m/m@o/‘ 1



LAMPIRAN VIII

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK r I
JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM & PROGRAM DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
BIDANG HUBUNGAN
PELATIHAN DAN INDUSTRIAL DAN BIDANG
PENEMPATAN TENAGA TRANSMIGRASI
KERJA PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
y SEKSI
SEKSI
SEKSI PENYIAPAN
| : - BINA SYARAT KERJA
PELATIHAN DAN JAMINAN SOSIAL i o i ol
KERJA TENAGA KERJA
SEXSI SEKSI el :l‘EAl.:NSK Ly
L1 INFORMASI PASAR ] HUBUNGAN —
KERJA DAN INDUSTRIAL DAN e
PENEMPATAN KELEMBAGAAN
TENAG# KERJA
SEKSI 4 SEKSI R SEKSI
PERLUASAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN
KESEMPATAN PENGAWASAN EKONOMI SOSIAL
KERJA DAN KETENAGAKERJAAN BUDAYA KAWASAN
PENINGKATAN TRANSMIGRASI
PRODUKTIFITAS

UPT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

A i
QS&WR}VNO



LAMPIRAN IX

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI

SUMATERA BARAT.

SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINAS

UPT

SEKRETARIAT
KELOMPOK l _]
JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM & PROGRAM DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG
KUALITAS HIDUFP PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN
PEREMPUAN ANAK PEREMPUAN DAN ANAK
SEKSI SEKSI SEKSI
-l iﬂ‘g‘éﬁgﬁg@%‘ HAK SIPIL, PERLINDUNGAN
! 3 PEREMPUAN
PEMBERLYAAN IN};}?S%;‘I;{A%?N
DEPEMDITAN
SEKS! SEKS)
| PELEMBAGAAN PUG PENGASUHAN iBeegs! SEKSI
DAN ADVOKASI | ALTERNATIF PENDIDIKAN, PERLINDUNGAN
ORGANISASI KESEHATAN DAN KHUSUS ANAK
PEREMP[JAN KESEJAHTERAAN
SEKS| SEKSI SEKSI
— KUALITAS DATA DAN INFORMASI PENGUATAN
KELUARGA GENDER DAN ANAK LEMBAGA LAYANAN
PEREMPUAN DAN
ANAK

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

AU —

IRWAN PRAYIT
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LAMPIRAN X

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PANGAN

KEPALA DINAS

SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI

KELOMPOK
JABATAN

SEKRETARIAT

|

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN EVALUASI

il

S

1B BAGIAN
UMUM DAN
KEUANGAN

e

BIDANG KETERSEDIAAN

DAN KERAWAN ANA DISTRIBLIST DAN

CADANGAN PANGAN

PANGAN
SEKSI SEKSI
e - | RELE R DIAT ] DISTRIBUSI
PANGAN PANGAN
SEKSI ,
] - SEKSI
SUMBER DAYA SERSI
PANGAN HARGA PANGAN
3 SEKSI
i SEKSI i !
KERAWANAAN CADAI}{(:AN
PANGAN PANGAN

UPT

BIDANG
KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN

SEKSI

PENGANERARAGAMAN
KONSUMSI PANGAY

SEKSI

PENGEMBANGAN
PANGAN LOKAL

SEKSI
KEAMANAN
PANGAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

X\ @ k,/ -
\
Y.\)M( PRAYITNO




LAMPIRAN XI

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI

SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK ] [
JABATAN
FUNGSIONAL J SUB BAGIAN SUB BAGIAN
TATA USAHA & PROGRAM DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG
BIDANG PENGELOLAAN PENGENDALIAN
TATA LINGKUNGAN SAMPAH, LI33 DAN PENCEMARAN DAN
’ PENINGKATAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
KAPASITAS HIDUP
SEKSI i 8 '
| | KAJIAN DAMPAK | SEKRSI pEN(s:gaS,:RAV
LINGKUNGAN PENGEI.OLAAN LINGKUNGAN
SAMPAH
SEKSI ! ol
|| KEBIJAKAN WILAYAH | | . Rl
DAN SEKTOR , 1 SERC KERUSAKAN
: IMBAH B3 LINGKUNGAN
SE<SI [_ SEKSI SEKSI
- : PENINGKATAN ] PENYELESAIAN
el KAOASITAS SENGKETA DAN
| LINGKUNGAN HIDUP PENEGAKAN HUKUM
! LINGKUNGAN

UPT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

|

’ (\rn/r T
( IR é.N PRAYI'RNO

N



LAMPIRAN XII

12

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR

TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

[ |
KELOMPOK
JABATAN SUB BAGIAN %’ﬁuﬁ‘gllﬁ SUB BAGIAN
FUNGSIONAL KEUANGAN KEPEGAWAIAN PERENCANAAN
paial BIDANG BIDANG BIDANG
EVEERITAHAN KELEMBAGAAN USAHA EKONOMI KERJASAMA DAN
s Aé des MASYARAKAT DAN MASYARAKAT, SDA PEMBANGUNAN
/ ADAT DAN TTG KAWASAN PERDESAAN
SLKSI 3
SEKSI SEKSI
KELEMBAGAAN ’ SEKSI
L DAN BEMBINAAN | | PEMBERDAYAAN || PEMBERDAYAAN L |  PERENCANAAN
EMERI HAN KELEMBAGAAN DAN EKONOMI PEMBANGUNAN
PEMERINTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAWASAN
DESA/NAGARI KRITIARGA PERNRSAAN
SEKSI
SEKSI E SEKSI
| |  KEUANGAN DAN i PEMBERDAYAAN || SEKSI || PEMBANGUNAN
P KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN SARANA DAN
DESA/NAGARI ADAT SDA DAN TTG PRASARANA
WAV ASAN
SEKSI SEKSI L SEKSI
Ll  PENINGKATAN L PENDATAAN, SEKSI L1 KERJASAMA DAN
KAPASITAS PENGEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN
APARATUS DAN PARTISIPASI ngggg?g‘:“ﬁ]q KAWASAN
PERANGKAT MASYARAKAT PERDESAAN
DESA/NAGARI PEMASARAN

UPT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

/f/

I PRAYIYNO
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
1
KELOMPOK [ ‘ l
L
JABATAN S&f&;‘g‘[ﬁ SUB BAGIAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN KEUANGAN PROGRAM
BIDANG
BIDANG BIDANG
KETAHANAN DAN BIDANG L
Lt el KESEJAHTERAAN KEPENDUDUKAN Kt;gﬁgigf&?&gﬁ
? KELUARGA
T SEKSI
PENYUL:JHAN DAN ~
PEMIINAAN PEMBERDAYAAN i} SEKSI FA%II‘:S%LSI
I TN KBLUARDA i PENDAFTARAN
BERENCANA SEJAHTERA KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN
SEKSI SEKSI
LIABINAN PENGEMBANGAN SEKSI : A%?S%\sx
2 DAN PENGUATAN | AAN
KELUARGA KELEMBAGAAN 5 PEMET, PENCATATAN
BERENCANA KEPENDUDUKAN SIPIL
SEKSI SEKSI SEKSI
ADVOKASI DAN BINA KETAHANAN - PENGELOLAAN
PENGGERAKAN, KELUARGA BALITA, SEKSI INFORMASI
KEM.TRAAN ANAK, REMAJA DAN DATA ADMINISTRASI
KELEMBAGAAN LANSIA KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN

UpT

GU!?ERNUR SUMATERA BARAT,

/.’ /- -
@ U ANGRAYNNO
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOX [ |
JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN
TATA USAHA & PROGRAM DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
LAE{IDSI;{V(%\S BIDANG BIDANG
: KESELAMATAN PERHUBUNGAN LAUT DAN
ARGEDIAN DARAT DAY ANGKUTAN DARAT UDARA

PERKERETAAPIAN

SEKSI SEKSI SEKSI
- ANGKUTAN - TEKNIK SARANA DAN ANGKUTAN LAUT DAN

PENAGGULANGAN KESELAMATAN
KECELAKAAN EEAAY AN

SEKSI

B - SEKSI — SEKSI
e ekl {hera i KEPELABUHANAN
; SESI i
L SEKSI L] PENINGKATAN Iltistl SEKSI
PERKERETAAPIAN KAOASITAS KEUDARAAN
LINGKUNGAN HIDUP

UPT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
¥ o
/"& i

< IR WEAY NO

\\



LAMPIRAN XV
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PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

DAN FUNGSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK J I
JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM DAN UMUM DAN
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
PENBé-gfg&W PENGELOLAAN BIDANG
INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR LAYANAN KOMUNIKASI
KOMUNIKASI PUBLIK TIK/PENYELENGGARAAN DAN INFORMATIKA
E-GOVERNMENT
SEKSI SEKSI SEKSI
| L i PENGOLAHAN DATA
P}Egl\(/}lﬁ N?LI{JAAQIN INFRASTRUKTUR STATISTIK DAN
PUBLIK DAN TEKNOLOGI T.AYANAN INFORMSI
SEKSI SEKSI
PENGELOLAAN SEKSI i PENGELOLAAN
INFORMSI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA DAN
PUBLIK APLIKASI TAYANAN PITR[IK
KS SEKSI
SEKSI
|  KEMITRAAN i SEKSI —  TATAKELOLA
SANDI, KEAMANAN E-GOVERNMENT
INFORMSI DAN
RNk INFORMASI DAN
PUBLIK TELEKOMUNIKASI

UPT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

AWE\ -

( IRWAN PRAYITNO
\\
N
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LAMPIRAN XVI

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
1
[ | |
KELOMPOK
JABATAN SUB BAGIAN PSEUNBYLBJSASII‘I?N SUB BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA PROGRAM KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERIZINAN DAN PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN PEMERIKSAAN KOPERASI USAHA KECIL
SEKSI gy SEKSI SEKSI
u | PENILAIAN L ; e
FASILITASI USAH FASILITASI USAHA
FERHANAN KESEHATAN KOPERASI KECIL
KOPERASI
SEKSI
SEKSI PEMERIKSAAN SEKSI Sy
—| KELEMBAGAAN - KELEMBAGAAN DAN | FPENINGKATAN (i e
USAHA KOPERASI KU!?(I)JTAS SDM PERLINDUNGAN
PERASI 11QATTA WROTT
SEKSI SEKSI SEKSI
—| MONITORING, — SEKSI - PENGEMBANGAN i PENINGKATAN
EVALUASI, PENERAPAN , PENGUATAN KUALITAS
PELAPORAN PERATURAN DAN DAN KEWIRAUSAHAAN
DAN DATA SANKSI PERLINDUNGAN
KOPERASI KOPERASI

UPT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

(o™



LAMPIRAN XVII
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

17

NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
1
KELOMPOK L :
JABATAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN TATA
KEUANGAN PERLENGKAPAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN DAN BIDANG o i PENYELENGGARAA PENGADUAN,
PENANAMAN MODAL MODAL SISTEM INFORMASI PERIZINAN DAN PELAPORAN
PEHANAATY MG NON PERIZINAN LAYANAN
SEKSI
SEKSI SEKSI PEMANTAUAN
|| PERENCANAAN - : DAN PENGAWASAN SEKS SRS
PENANAMAN PN oROMOSI _ PELAKSANAAN - eeZan:. | [] PENGADUAN baN
MOD , ENANAMAN MODAL INFORMASI
AL PENANAMAN MODAL LAYANAN
SEKSI SEKSI
|| DEREGULAS PELAKSAN. SEKSI PEMBINAAN SEKSI KEBIJAKAN
PENANmsl/]fttmI PROMO?IA i PELARSAIIAAN o SEKSI | | DAN PENYULUHAN
MODAL PENANAMAN MODAL s PELAYANAN II LAYANAN
HE SEKSI SEKSI
{ SEKSI SARANA DAN PENGOLAHAN | | g
FEMEE Y PRASARANA DATA DAN SITEM S PR A
PROMOSI INFORMASI PELAYANAN NON PENINGKATAN
PENANAMAN PENANAMAN PERIZINAN LAYANAN
MODAL MODAL
UPT
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
L.

e

IR M/PRAYI'I\VO




LAMPIRAN XVIII
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PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI

SUMATERA BARAT.

SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK | |
JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL PERENCANAAN, sgg (]}3 AV(J}}I\AIEN
KEUANGAN DAN KED AN?\SET
EVALIJAST
BIDANG BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN LAYANAN
PEMUDA PEMUDA KEOLAHRAGAAN
SEKSI SEKSI SEKSI
SUMBER DAYA KEPEMIMPINAN DAN — OLAHRAGA
PEMUDA DAN KEPELOPORAN
SEKSI SEKSI SEKSI
PENINGKATAN ORGANISASI —{ OLAHRAGA REKREASI
WAWASAN DAN KEPEMUDAAN DAN DAN LAYANAN KHUSUS
KAPASITAS KEPANDUAN
PEMJDA
SEKSI SEKSI — e kA
PENINGKATAN KEMITRAAN DAN PRESTASI
KREATIFITAS KEWIRAUSAHAAN
PEMUDA PEMUDA

UPT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

WAy/PRAY] NO
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PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
KERJA DINAS DAERAH PROVINSI

DAN FUNGSI

SERTA TATA

SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN

KEPALA DINAS

SEJARAH, ADAT DAN

SEKRETARIAT
KELOMPOK | |
AR SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UNGSIONAL
i UMUM DAN PROGRAM DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
BIDANG ' BIDANG BIDANG
MUSEUM DAN KESENIAN DAN

KEPURBAKALAAN

l

DIPLOMASI BUDAYA

SEKSI SEKSI
— PERMUSEUMAN | [T SENI
PERTUNJUKAN
DAN SENI SASTRA
= SEKSI
— SEKSI
KEPURBAKALAAN
AR S SENI RUPA DAN
BUDAYA SENI MEDIA
SEKSI
L] SARANA DAN SEKSI
TENAGA TEKNIS
; SARANA DAN
FIECat Y TENAGA TEKNIS
KEPURBAKALAAN KESENIAN

NILAI-NILAI TRADISI

SEKSI
SEJARAH

SEKSI
——  ADAT DAN NILAI-
NILAI TRADISI

SEKSI
e SARANA DAN
TENAGA TEKNIS
SEJARAH DAN
NILAI-NTT.AT TRADISI

UPT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
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LAMPIRAN XX

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPALA DINAS

UPT

SEKRETARIAT
KELOMPOK [ 1
JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL PERENCANAAN SULI]\?UE;/??)KXI\II\T
DAN
E
KEPEGAWATAN KRUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG
KEARSIPAN PERPUSTAKAAN PEMBINAAN
3 SEKSI
SEKSI SEKSI
L] AR e PENGEMBANGAN, s
PENGOLAHAN AAN
BAHAN KEARSIPAN
PERPUSTAKAAN
SEKSI SEKSI
PEMELIHARAAN SEKS! — PEMBINAAN
DAN DEPOSIT DAN PERPUSTAKAAN
PELESTARIAN PELESTARIAN BAHAN
ARSIP PERPUSTAKAAN
SEKSI SEKSI i SEKSI
ARSIP STATIS PROMOSI DAN KERJASAMA
DAN LAYANAN LAYANAN
ARSIP PERPUSTAKAAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

( I/}J(KN pRAmvo




21

LAMPIRAN XXI

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
1
KELOMPOK ; ! .
JABATAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUUI\?UBn;\gTNN
FUNGSIONAL s
UNG PROGRAM KEUANGAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
KEL?{?T‘}\P;GD e BIDANG BIDANG PENGEMBANGAN DAYA
g PERIKANAN TANGKAP PERIKANAN BUDIDAYA SAING KELAUTAN DAN
PENGAWASAN SDKP
PERIKANAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBERDY AAN | | KAPAL PENANGKAPAN | pRODUKSI DAN || PENINGKATAN MUTU DAN
MASYARAKAT DAN IKAN DAN ALAT USAHA b icbpie o
PENDAYAGUNAAN TANGKAP IKAN
PESISIR DAN PULAU- PEMBUDIDAYA PERIKANAN
PULAU KECIL
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI PENGELOLAAN SDI | | KESEHATAN IKAN DAN g INVESTASI DAN
KONSERVAS! DAN — DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN SERTA KEBERLANJUTAN
PENDAYAGUNAAN PENANGKAPAN IKAN PENGELOLAAN USAHA
RUANG LAUT KAWASAN BIDIDAYA
SEKSI SEKSI
PENGWASAN DAN —- SEKSI - aisr —  PROMOSI DAN
PENGENDALIAN KENELAYANAN PEMASARAN
PEMBENIHAN
SDKP DAN AN RAGAT Hiedt HASIL
KELEMBAGAAN PERIKANAN

UPT/CABDIN

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRAWAN PRAYITNO
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LAMPIRAN XXII

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK | 1
AT TAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
FUNG
PHOSIORAL UMUM DAN PROGRAM DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
PENGB::?A%IZ(I}\IGAN BIDANG TG
DESTINATI DAN DAYA PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
TARIK PARIWISATA PEMASARAN PARIWISATA EKONOMI KREATIF
SEKSI SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN - PROMOSI DAN PENGEMBANGAN
DEST[N::\S] DAN PELAYANAN PRODUK EKONOMI
S INFORMASI KRETAIF
PARIWISATA
SEKSI SEKSI
-+ PENEGMBANGAN | | SEKSI | PENGEMBANGAN SDM
OBJEK DAN PROMOSI KONVENSI DAN PERLINDUNGAN
ATRAKSI INSENTIF [VEN DAN USAHA
MINAT KHUSUS
SEKSI
SEKSI i SEKSI — PENGEMBANGAN
L| PENGEMBANGAN ANALISIS DATA KELEMBANGAAN
KERJASAMA DAN PASAR PARIWISATA DAN KERJASAMA
USAHA
PARIWISATA

UPT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ay -
/
( IRWAN PRAYITNO



LAMPIRAN XXIII
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI

SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KEPALA DINAS

SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI

SEKRETARIAT
KELOMPOK [ 1
JABATAN SUB BAGIAN UMUM
FUNGSIONAL SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN,
PERENCANAAN KEUANGAN DAN
DAN EVALUASI ASET
BIDANG
BIDANG SARANA PRASARANA
TANAMAN PANGAN TANAMAN PANGAN, RIDANG
DAN HORTIKULTURA HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PERKEBUNAN
SEKSI || SEKSI
PANGAN LAHAN, IRIGASI PR%%KS:( ST
DAN PEMBIAYAAN
SEKSI
| SEKSI
HORTIKULTURA | [T] BRI T T
PUPUK, PESTISIDA PEMBIBITAN
DAN ALSINTAN
SEKSI
L] PERIZINAN DAN
L SEKSI SEKSI PENGEMBANGAN
BENIH KELEMBAGAAN KEBUN RAKYAT

UPT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

?Wk/r—

| \IRwan Pra
\ Pa
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LAMPIRAN XXIV

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK [ ]
JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL UMUM, SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN PROGRAM
NDAN KEUANGAN
BIDANG
BINA KESEHATAN BIDANG BIDANG
Eggﬁ?ﬁ:ﬁ PRODUKSJ DAN BINA USAHA DAN
A A TEKNOLOGI KELEMBAGAAN
VETRRINFER
SEKSI SEKSI
—  PENGENDALIAN — SEKSI [ SUMBERDAYA
PENYAKIT HEWAN PEMBIEITAN KELEMBAGAAN DAN
INFORMASI
SEKSI SEKSI
[ | KESEHATAN | | | PROMOSI, INVESTASI
VETERINER DAN SEKSI DAN PENGOLAHAN
PASCA FANEN PAKAN HASIL
SEKSI
L 2 SRS
L SEKSI iy STA?Q?)}:TRIFISK:SSIIEDAN
PELAYANAN DAN TEKNOLOGI fasindc iyl
SARANA MEDIK BUDIDAYA :

UPT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

@msm(‘
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LAMPIRAN XXV

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
1
| | |
KELOMPOK
JABATAN SUB BAGIAN e A g SUB BAGIAN
FUNGSIONAL UMUM DAN i dcpid PROGRAM
KEPEGAWAIAN ANGGARAN
BIDANG
BIDAN(G PERLINDUNGAN HUTAN PENGg{g‘mN DAl BIDANG
PERENCANAAN DAN DAN KONSERVASI Al REEinEh tA PENYULUHAN DAN
PEMANFAATAN HUTAN SUMBER DAYA ALAM T EAN TIAN TAD i PERHUTANAN SOSIAL
DAN EKOSISTEM

— SEKSI
PERENCANAAN
DAN TATA HUTAN

SEKSI
PEMANFAATAN DAN
PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN

SEKSI

—| PRODUKSI DAN
IURAN

KEHUTANAN

SEKSI

- PENGENDALIAN
KERUSAKAN DAN

PENGAMANAN HUTAN

SEKSI
PENGENDALIAN

— KEBAKARAN HUTAN

DAN LAHAN

SEKSI

= KONSERVASI

SUMBERDAYA
ALAM DAN
EKOSISTEM

SEKSI
| |  PENGELOLAAN - SEKSI
DAERAH ALIRAN PENYULUHAN
SUNGAI
SEKSI SEKSI
| REHABILITASI {  KEMITRAAN
HUTAN DAN KEHUTANAN
LAHAN
- ’ ] SEKSI
SEKSI PERHUTANAN
PEMBENIHAN SOSIAL
TANAMAN HUTAN

UPT/CABDIN

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

/ N ST
R frAYINO
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LAMPIRAN XXVI

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK [ ]
JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM DAN UMUM DAN
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG
BIDANG
MINERAL DAN ENERGI DAN
BATUBARA AIR SANAH BAN GROMICH KETENAGALISTRIKAN
SEKSI ’
PENGUSAHAAN || SEKSI SEKSI
ﬁ“fﬁgﬁf‘i‘é‘giﬁ INVENTARISIR AIR g SUMBER DAYA
it | TANAH & GEOLOGI ENERGI
= SEKSI I SEKSI SEKSI
PENGENDALIA — W
PENGENDALIA :N |  ONLERVAR: GiR KETENAGALISTRIKAN
MINERAL BUKAN | TANAH DAN
LOGAM DAN I3ATUAN 1 GEOLOGI
SEKSI
SEKSI — .
SEKSI — PENGENDALIAN
1 PEN%@EQUAN PENGUSAHAAN AIR ENERGI DAN
73
RAIB st 1L TANAH KETENAGALISTRIKAN
UPT/CABDIN

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

(\ @AMRAYI O



27

LAMPIRAN XXVII

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR  TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
1
g [ I ]
KELOMPOK
JABATAN St}ﬁulﬁgﬁ SUB BAGIAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL B bl KEUANGAN PROGRAM
BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG PERLINDUNGAN
INDUSTRI AGRO INDUSTRI NON AGRO  PERDAGANGAN KONSUMEN DAN
TERTIB NIAGA
SEKSI SEKSI SEKSI BINA
| |  INDUSTRI HASIL | INDUSTRI KIMIA L | USAHA, SARANA, L SEKSI
PERIKANAN, HILIR DAN MARITIM DATA DAN PEMBERDYAAN
MAKANAN, DAN PERIZINAN KONSUMEN
MINUMAN
SEKSI SEKSI
SEKSI
INDUSTRI BASIL at INBXI?TT‘EIK";}E“ — SEKSI —  PENGAWASAN
HUTAN DAN KSTIL EKSPOR IMPOR BARANG BEREDAR
PERKEBUNAN DAN/ATAU JASA
SEKSI
| PERWILAYAHAN, L SEKSI il SEKSI | SEKSI
SARANA/PRASARA DATA DAN BAHAN POKOK TERTIB NIAGA
NA DAN PERIZINAN DAN BARANG
STANDARISASI PENTING

UPT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

gp—

WN(P/YIT




